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Menimbang i a.

BUPATI TAPIN,

bahwa untrrk melaksanakan ketenhran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5)
Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintatran Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu
mengahrr Kebi$akan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Tapin Berbasis Aknral;

batrwa pengattrran Kebiiakan Akuntasi
Pemerintatr sebagaimana dimaksud dalam
huruf a diatas disusun berdasarkan Perahrran
Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OLO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Perattrran Bupati tentang
Kebliakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Tapin Berbasis Akrual;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembenhrkan Daeratr Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembarart
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih den Bebas
dari Konrpsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembarart
Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOg Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 5,
Tambatran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tatrun 2OO4
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2OO4 Nornor
66, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nornor a4OOl;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan arrtara Pemerintah
hrsat dan Pemerintatran Daerah (Lembarart
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang
Pembenhrkan Perahrran Penrndang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahurt
2OlL Nomor 82, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234l,;

Undang-Undartg Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambatran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tatrun 2OLS tentang
Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tatrun 2OL4 tentang Pemerintahan Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OtS Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

4.

5.

6.

7.

8.
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9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45021,
sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan
Pemerintatr Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintatr Nomor
23 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor LTl,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53aO);

11. Peraturan Pemerintatr Nomor 55 Tahun 2OO5
tentang Dana Perimbangan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 137,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5751;

12. Perahrran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOs
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOS Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45761, sebagaimana
telatr diubatr dengan Peraturan Pemerintatr
Nomor 65 Tatrun 2OlO tentang Perubatran atas
Peraturan Pemerintatr Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daeratr
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Perattrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;
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1 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5
tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahr:n 2005 Nomor 150,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintatr (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6lal;

L6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tatrun 2OO7
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOT Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7381;

18. Perahrran Pemerintah Nomor 71 Tatrun 2OLO
tentang Standar Alruntansi Pemerintahan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Perahrran Pemerintah Nomor 27 Tahurn 2Ol4
tentang Pengelolaan Barang Mitik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor 92, Tarrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

2 O. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daeratr, sebagaimana telatr diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Ddam Negeri Nomor 2l Tahun 20ll
tentang Penrbahan Kedua atas Peratrrran
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;

n)"



-5-

2 1. Perahrran Menteri Keuangan Nomor
238(PMK.O5/2OL l tentang Pedoman Umum
Sistem Akuntansi Pemerintatran;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor @
Tahun 2OL3 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah;

23. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembenttrkan Produk
Hukum Daeratr;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tatrun 2OL6 t€ntang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

2 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tatrun 2008 tentang Pembenhrkan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daeratr Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Perahrran Daerah I(abupaten
Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang
Perubatran Keempat Atas Peraturan Daerah
I(abupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2OOB
tentang Pembenhrkan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah l(abupaten Tapin;

26. Peratrrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor Ol
Tatrun 2OL2 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daeratr Kabupaten Tapin;

27 . Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 12
Tatrun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

2 8. Perattrran Daerah I(abupaten Tapin Nomor O9
Tatrun 2OL6 tentang Pembenhrkan dan
Susunan Perangkat Daerah;

29. Perahrran Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2Ol2
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daeratr Pemerintah Kabupaten Tapin;
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UEUI'TUSKAIT :

Menetapkan : PERATIIRAIT BITPATI TEIITAIYG HEBIJAI(AII
AIIUIUTAITS PETERIIUTAII KABI'PATETU TAPTIU
BERBASIS AI(RUAL.

BAB I
NETEIYTUAII IIUI'M

nasal f
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Bupati adalah Bupati Tapin.

3. Pemerintatr Daeratr adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daeratr yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang mer{adi Kewenangan Daeratr Otonom.

4. Pemerintatran Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintalr Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menumt Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya ddam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimalcsud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tatrun
1945.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daeratr yang dapat
dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala benhrk
kekayaan yang berhubungan dengan hah dan kewajiban daeratr.

6. Pengelolaan Keuangan Daeratr adalatr keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausatraanr, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian
Laporan.

8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalatr prinsip-
prinsip yang mendasari perrJrusunan dan pengembangan Standar
Akuntansi Pemerintatran bagr Komite Standar Alnrntansi
Pemerintahan dan mempakan rujukan penting bag Komite
Standar Akuntansi Pemerintatran, penJrusun laporan keuangan,
dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatrr masalah
ytrtg belum diahrr secara jelas dalam Pern5rataan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

ftL



-7-

9. Standar Akuntansi Pemerintatran yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
men)rusun dan menyajikan [,aporan Keuangan Pemerintatr
Daeratr.

10. SAP Berbasis Akmal adalah SAP yang mengakui pendapatan,
beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial
berbasis almral serta mengakui pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan
basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeratr.

11. Kebdakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh suahr entitas pelaporan datam penSrusunan dan
penyajian laporan keuangan.

12. Sistem Alnrntansi Pemerintatran adalatr serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan
data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan
dan operasi keuangan pemerintah.

13. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungiawaban
Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berupa : Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), I"aporan Arus I(as (LAK), Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubatran Saldo Anggaran L€bih (LPSAL), [.aporan
Perubatran Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporarr
Keuangan (CaLK).

14. Peranan dan Ttrjuan Pelaporan Keuangan adalah untuk
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan,
realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan selama satu
periode pelaporan yang bermanfaat bagi para peng$ura dalam
membuat dan mengevaluasi keputtrs€m mengenai alokasi sumber
daya.

15. Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan adalah asumsi yang
mendasari pelaporan keuangan, yaitu asumsi kemandirian
entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi keterukurart
dalam satuan uang (monetary mea.surementl.

16. Karakteristik Kualitatif laporan Keuangan adalah ukuran-
ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi
akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

17. Dasar Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang
mengahrr keuangan pemerintah yang
terselenggaranya pelaporan keuangan.

mendasari
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18. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintatran yang terdiri dari
sattr atau lebih entitas akuntansi yang menumt ketentuan
perattrran perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban berupa laporan keuangan.

19. Entitas Akuntansi adalah Sahran Keda Perangkat Daeratr
sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang oleh karenanya
wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan Laporan
Keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang
dikelolarrya unhrk digabungkan pada entitas pelaporan.

20. Unit Pemerintahan adalatr Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
yang berada pada Sattran Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah.

21. Bendahara Umum Daeratr adalah pejabat yang diberi trrgas
untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daeratr yang
selanjutnya disingkat BUD.

22. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalatr ketentuan
yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara alruntansi dan
pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh
peng$ma laporan keuangan dalam mematrami laporan keuangan
yang disajikan.

23. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal addah setiap keadaan
yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam
mewtrjudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang
relevan dan andal akibat keterbatasan (limitatiortsl atau karena
alasan-alasan kepraktisan.

24. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan adalah pihak-pihak
yang bertanggungiawab atas penyusunan dan penyajian laporan
keuangan daerah, dimana laporan keuangan tersebut telatr
disusun berdasarkan sistem pengenddian intern yang mernadai,
dan isinya telatr marryajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

25. Suplemen Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang
harus dilampirkan dalam laporan keuangan daeratr sesuai
peraturan penrndang-undangan yang berlalnr.

26.Mata Uang Pelaporan adalah satrran mata uang yang dihamskan
dipakai dalam Laporan Keuangan Daerah sesuai peratrrran
perundang-undangan yang berlaku.

27. Bahasa laporan Keuangan adalah bahasa yang diharuskan
dipakai dalam Iaporan Keuangan Daerah sesuai perattrran
perundang-undangan yang berlalru.

nL
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28. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua
pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai,
untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau
memperpuiurg umur teknisnya dalam rangka menambah nilai
aset tersebut.

BAB II
KTBIJAKAIT AKI'NTANSI KTUAITGAIT DATRAII

Pasal 2

(1) Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan SAP Berbasis
Akrual.

(2) Kebiiakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas Kebiiakan
Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun.

(3) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan memuat penjelasan
atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai
panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

(a) Kebiiakan Akuntansi Akun mengatur definisi, pengakuan,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau
peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas :

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam
SAP; dan

b. pengaturan yang lebih rinci atas kebiiakan akuntansi dalam
SAP.

Pasal 3

(1) Kebiliakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari :

a. kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah;

b. kebiiakan akuntansi penyajian laporan keuangan;

c. kebirjakan akuntansi laporan realisasi anggaran;

d. kebijakan akuntansi laporan pentbahan saldo anggaran lebih;

e. kebijakan akuntansi neraca;

f. keb[iakan akuntansi laporan operasional;

g. kebiiakan akuntansi laporan ams kas;

h. kebiialcan akuntansi laporan penrbahan ekuitas;

i. kebijakan akuntansi catatan atas laporan keuangan; dan

j. kebijakan akuntansi laporan konsolidasian.

ArX
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(2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari :

a. kebiiakan akuntansi kas dan setara kas;

b. kebijakan akuntansi piutang;

c. kebiiakan akuntansi persediaan;

d. kebiiakan akuntansi investasi;

e. kebijakan akuntansi aset tetap;

f. kebijakan akuntansi konstmksi dalam pengerjaan;

g. kebirjakan akuntansi dana cadangan;

h. kebiiakan akuntansi aset lainnya;

i. kebijakan akuntansi kew4iiban;
j. kebijakan akr:ntansi ekuitas;

k. kebiiakan akuntansi pendapatan - LO;

l. kebijakan akuntansi pendapatan - LRA;

m.

n.

o.

p.

q.

r.

kebiiakan akuntansi beban;

kebiiakan aln:ntansi belanja;

kebijat<an akuntansi transfer;

kebiiakan akuntansi pembiayaan;

kebdakan penyajian kembali (restatemenfl;

kebiiakan koreksi kesdahan, peilbahan kebiiakan
akuntansi, pembahan estimasi akuntansi, operasi yang tidak
dilanjutkan dan peristiwa luar biasa;

kebiiakan akuntansi pendapatan hibatr; dan

kebijakan akuntansi belanja hibah.

s.

t.

(3) Rincian Keb[iakan Alruntansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEI"AFORAIT IITUAITGAIV

Pasat 4

(l) Dalam rangka Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeratr Entitas Pelaporan wajib
menrusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tatrunan, setidak-
tidaknya terdiri dari :

a. laporan realisasi anggaran;

ft,,,)*
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b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. neraca;

d. laporan operasional;

e. laporan anrs kas;

f. laporan pembahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Dalam rangka Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggarart
Pendapatan dan Belanja Daerah Entitas Alflrntansi unhrk Unit
Pemerintatran wajib menJrusun la.poran Keuangan Tahunan,
yang setidak-tidaknya terdiri dari :

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan operasional;

c. laporan perubahan ekuitas;

d. neraca; dan

e. catatan atas laporan keuangan.

(3) Dalam rangka Pertanggungiawaban Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daeratr selaku BUD wajib
menJrusun Laporan Keuangan, yang setidak-tidaknya terdiri
dari:
a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan operasional;

c. neraca;

d. laporan ams kas;

e. laporan perubahan ekuitas; dart

f. catatan atas laporan keuangan.

BAB IV
KEfEilflIAIT PEITUTI'P

PamI 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Perahrran
Bupati Tapin Nomor 36 Tatrun 2OLS tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintatr Kabupaten Tapin Berbasis Akrual (Berita Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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Pasal 6

Perahrran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeratr
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rarrtau
pada tanggal 0? ,;,J.. ..,:,.rr :,L) I 6

*1""

Diundangkan di Rantau
pada tanggal O,l -. J . ;,7- :-O 6

KABT'PATEIT TAPIIU,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR : b


